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SAMARINDA - Ketua Sementara DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri memimpin rapat
paripurna dengan dua agenda utama, yakni Nota Penjelasan Wali Kota terhadap Raperda
APBD 2025 dan penetapan APBD Perubahan 2024.

Alwi mengatakan, sebelumnya Raperda ini sudah melalui pembahasan yang intensif.
Mulai dari rapat antara Banggar DPRD Balikpapan, tim anggaran pemerintah daerah
(TAPD), dan OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan. Lalu tertuang dalam kesepakatan
KUA PPAS.

Teranyar pembahasan Raperda berlanjut dengan Rapat Paripurna Nota Penjelasan Wali
Kota Selasa (1/10). Namun tahapan masih panjang. Setelah ini setiap Fraksi' akan melihat
secara rinci dan memberikan pemandangan umum.

“Ini termasuk saran, masukan, dan rekomendasi kepada Pemkot Balikpapan guna
memperbaiki kinerja,” katanya. Selanjutnya Rapat Paripurna Jawaban Wali Kota atas

Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.
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Hingga pandangan akhir Fraksi-fraksi dan kesepakatan bersama tentang Raperda APBD
2025. Sebab ada batasan waktu yang harus ditaati oleh Pemkot Balikpapan dan DPRD
Balikpapan untuk menetapkan bersama APBD 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Alwi juga menyampaikan penetapan Perda Perubahan
APBD 2024. Keputusan ini melalui Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD
2024 yang telah mendapat evaluasi gubernur.

“Kalau nominal pastinya nanti saya cek dulu takut salah karena ini sangat rigid,” ujarnya.
Alwi mengingatkan, adanya penetapan APBD Perubahan 2024 maka bisa segera
digunakan sesuai dengan rencana.

“Saya berharap dengan disahkannya Perda, seluruh program prioritas bisa diselesaikan
akhir tahun dan tepat waktu,” tegasnya. Ada beberapa kegiatan yang progress sangat
lambat akan mendapat perhatian.

Seperti teguran dan peringatan terhadap pelaksanaan proyek. Termasuk pembangunan
kantor DPRD Balikpapan. “Terakhir saya dengar progress sudah 30 persen. Semoga bisa

kelar semuanya. Harapannya jangan sampai ada perpanjangan waktu,” tandasnya. (ms)
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Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), perubahan APBD dapat dilakukan
apabila terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar
organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja;

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
dalam tahun anggaran berjalan;

d. keadaan darurat; dan/atau

e. keadaan luar biasa.

2. Dijelaskan dalam Pasal 176 PP 12/2019 bahwa rancangan Perda tentang perubahan
APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.

3. Dalam Pasal 177 PP 12/2019 diatur bahwa kepala daerah wajib menyampaikan
rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan
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dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama
paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

4. Dijelaskan dalam Pasal 179 ayat (3) PP 12/2019 bahwa penetapan rancangan Perda
tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksaan APBD tahun sebelumnya.

5. Dalam Pasal 184 ayat (5) PP 12/2019 diatur bahwa keputusan pimpinan DPRD
disampaikan kepada menteri untuk perubahan APBD provinsi dan kepada gubernur
untuk perubahan APBD kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan
tersebut ditetapkan.

i Dikutip dari https://kbbi.web.id/fraksi, fraksi adalah kelompok dalam badan legislatif yang terdiri atas

beberapa anggota yang sepaham dan sependirian.
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